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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberian Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) Mikro dan dampak pemberian KUR dalam mengentaskan kemiskinan, 
serta untuk mengetahui upaya hukum terhadap debitur yang mengalami kredit 
bermasalah. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris 
(non doktrinal) dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data meliputi data 
primer yaitu wawancara dan data sekunder meliputi sumber hukum primer dan 
sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. 
Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa proses pemberian kredit tetap mengacu pada mekanisme 
sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tetap mengedepankan prinsip kehati-
hatian (prudent principies). Pemberian Kredit Usaha Rakyat berdampak yang 
signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, sesuai dengan tujuan pemerintah 
yang mengembangkan taraf hidup sesuai dengan kelayakan hidup dan 
memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Upaya hukum dalam mengatasi 
kredit bermasalah yaitu melakukan penagihan secara terus-menerus melalui 
metode Mantri/Account Office datang ke rumah debitur dengan membicarakan 
secara kekeluargaan atau lebih bersifat persuasif, melalui surat/penagihan secara 
tertulis dan penagihan melalui tim.  
 




This study aims to find out the People's Business Credit (KUR) Micro and the 
impact of KUR in alleviating poverty, and to investigate legal action against 
borrowers who have problem loans. The research method using empirical juridical 
approach (non-doctrinal) the nature of the descriptive study. Data sources include 
primary data, interviews and secondary data sources include primary and 
secondary law. Data were collected by literature study and interviews. Data were 
analyzed using qualitative analysis. The results showed that the credit approval 
process still refers to the mechanism in accordance with applicable regulations 
and keep promoting the principle of prudence. People's Business Credit a 
significant impact on poverty reduction, in accordance with the government's 
objective is to develop the standard of living in accordance with the viability and 
provide welfare to society. Legal efforts in addressing problem loans are charging 
continuously through methods Mantri / Account Office came to the house of the 
debtor to discuss amicably or more persuasive, by mail / in writing billing and 
billing through the team. 
 




Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai 
nilai setrategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut 
dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana 
dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Dengan demikian 
perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang 
diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme 
sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. 
Guna mencapai kemanfaatan yang maksimal dari kegiatan perbankan 
tersebut telah terbentuk suatu sistem perbankan yang berlaku secara umum dan 
menyeluruh, yaitu sifat serta fungsi pokok dari kegiatan bank yang hampir sama. 
Dibalik itu pula terdapat keterkaitan kehidupan dan kegiatan bank secara global 
yang melewati batas-batas negara, jadi tidak terbatas dalam suatu lingkup wilayah 
negara tertentu, tetapi secara luas meliputi kehidupan perekonomian dunia.
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Perbankan merupakan sumber dana terutama dalam bentuk kredit bagi 
masyarakat perorangan maupun badan usaha untuk memenuhi kebutuhan 
konsumsinya atau meningkatkan produksinya. Dana yang digunakan bank untuk 
membiayai kredit tersebut bukan semata-mata berasal dari modal bank tetapi 
sebagian besar berasal dari dana-dana masyarakat. Modal bank sangat terbatas, 
sehingga untuk mengembangkan usaha, bank harus berusaha keras menarik dana 
dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Inilah 
yang disebut bank menjalankan fungsi intermediasi. Dana-dana masyarakat yang 
bisa ditarik dari masyarakat, misalnya tabungan, giro, sertifikat deposito, obligasi 
dan surat-surat hutang lainnya.  
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Salah satu aspek yang menyangkut pemberian kredit adalah aspek hukum. 
Aspek hukum memegang peranan penting dalam melakukan analisa sebelum 
kredit itu diberikan kepada pemohon. Ada beberapa aspek hukum yang berkaitan 
dengan pemberian kredit yaitu aspek hukum pemohon, aspek hukum perjanjian 
kredit, aspek hukum jaminan kredit, aspek hukum restrukturisasi krediit dan aspek 
hukum tindakan hukum dalam menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet.
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Sering dikatakan bahwa sektor perbankan, swasta maupun pemerintah 
(Badan Usaha Milik Negara: BUMN) termasuk pihak yang sangat penting untuk 
membantu perkembangan dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
(UMKM) di Indonesia. Peran perbankan tidak hanya dalam bentuk pendanaan 
melalui skema-skema khusus bersuku bunga murah dan dengan berbagai 
kemudahan khusus, tetapi juga sekaligus memberi pembinaan, misalya di dalam 
desain, proses produksi dan pemasaran bagi UMKM yang mendapatkan kredit 
bank. Sebenarnya peran perbankan ini sudah lama disadari oleh pemerintah sejak 
awal pemerintahan Orde Baru. Hal tersebut tercerminkan oleh dua skema kredit 
khusus pagi pengusaha kecil, yakni KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) dan 
KIK (Kredit Investasi Kecil). Sejak itu hingga sekarang sudah banyak skema 
kredit khusus lainnya yang pernah (atau masih) dijalankan seperti KUK (Kredit 
Usaha Kecil) dan yang terakhir sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY) dan sampai saat ini pada masa pemerintahan Joko Widodo (JOKOWI) 
adalah KUR (Kredit Usaha Rakyat). Dalam kalimat ini, dalam membantu 
permodalan UMKM, pemerintah Indonesia sudah banyak mengeluarkan dana 
sejak awal Orde Baru hingga saat ini, baik dengan menggunakan sendiri dana dari 
APBN maupun dengan pinjaman luar negeri.
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Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua 
Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 4 
Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Mikro, bahwa 
dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 14 
Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah dan untuk miningkatkan tata kelola yang baik (good governance) 
pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat perlu diatur pedoman Pelaksanaan KUR. 
Pelaksanaan KUR Mikro disalurkan oleh bank pelaksana yang telah 
ditunjuk yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Mandiri, PT. Bank Negara 
Indonesia, PT. Bank Tabungan Negara, PT. Bank Bukopin, PT. Bank Syariah 
Mandiri, yang dilaksanakan dengan mengacu kepada basis data yang dihimpun 
dari sumber Kementerian teknis, Pemerintah Daerah, Bank Pelaksana, Perusahaan 
Penjamin. Kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi oleh perusahaan 
penjamin. Besaran penjaminan (converage ratio) yang diberikan oleh Perusahaan 
Penjamin untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, dan industri 
kecil/pengolahan sebesar 80% (delapan puluh persen), sedangkan untuk sektor 
lainnya dari kredit/pembiayaan sebesar 70% (tujuh puluh persen), pelaksanaan 
KUR untuk Usaha Mikro Kecil tanpa menggunakan jaminan diberikan dengan 
plafon maksimal Rp. 25.000.000,-. 
Bank yang telah ditunjuk sebagai Bank Pelaksana program KUR 
sebelumnya yang mempunyai Non Performing Loan (NPL) di bawah 5% (lima 
perseratus) pada periode bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 
2014 dapat menjadi Bank Pelaksana KUR Mikro. Sementara itu, bank dengan 
NPL 5% (lima perseratus) ke atas selama periode bulan Oktober 2014 sampai 
dengan bulan Desember 2014 dan sebelumnya, tidak dapat menjadi Bank 
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Pelaksana KUR Mikro sampai tingkat NPL-nya di bawah 5% (lima perseratus) 
selama tiga bulan berturut-turut.
4
  
Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:  
(1) Bagaimana proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank 
Rakyat Indonesia (BRI)?, (2) Apakah pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
Mikro dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pengentasan 
kemiskinan?, dan (3) Bagaimana upaya hukum terhadap kredit bermasalah dalam 
Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Rakyat Indonesia (BRI)? 
Berdasar uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui: (1) Proses 
pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, (2) Dampak pemberian KUR 
dalam mengentaskan kemiskinan, dan (3) Untuk mengetahui upaya hukum 
terhadap debitur yang mengalami kredit bermasalah.  
 
METODE PENELITIAN  
Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris (non-
doktrinal) dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data meliputi data primer 
yaitu wawancara dan data sekunder meliputi sumber hukum primer dan sekunder. 
Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Teknik 
analisis data menggunakan analisis kualitatif. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat pada Bank Rakyat Indonesia Unit 
Tulung Cabang Klaten 
Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peran penting dan 
besar dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan perannya maka bank 
bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk 
mensejahterakan masyarakat banyak dengan cara memberikan kredit, pembiayaan 
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KUR Mikro, 2015. 
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dan jasa-jasa lainnya. Sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat berarti 
bahwa perbankan dituntut peranan aktif dalam menggali dana dari masyarakat 




Salah satu peran suatu perbankan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk 
memberikan program untuk diberikan masyarakat dalam bidang keuangan yang 
dilakukan oleh Bank BRI Unit Tulung Cabang Klaten adalah memberikan 
program fasilitas Kredit Usaha Rakyat Mikro (KUR) dengan plafond maksimal 
RP. 25.000.000,- Pemberiaan Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI Unit Tulung 
Cabang Klaten dalam tahap permohonan kredit di mana formulir permohonan 
sudah disediakan oleh pihak bank dan calon debitur hanya mengisi identitas dan 
bagian-bagian lainnya yang harus diisi sesuai dengan kolom yang disediakan di 
formulir dengan dibantu oleh customer service kemudian ditandatangani oleh 
pemohon beserta melampirkan syarat-syarat yang akan dibutuhkan oleh pihak 
bank. Perjanjian yang dibuat pihak bank untuk calon debitur merupakan 
perjanjian baku (standart contract) yang berarti suatu perjanjian yang di dalamnya 
telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pihak bank. 
Kredit Usaha Rakyat, di mana perjanjian kredit berupa Surat Pengakuan 
Hutang di mana perjanjiannya bersifat sepihak yang memberatkan konsumen 
karena adanya ketidak seimbangan antara hak dan kwajiban kreditur dengan 
debitur. Yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut semuanya berisi 
hak-hak bank tetapi tidak ada hak debitur. Sedangkan kwajibannya semuanya 
kewajiban debitur sedangkan kewajiban kreditur tidak ada.  
Kreditur dan debitur membuat perjanjian utang piutang sesungguhnya 
dipandang sudah cukup,karena dengan perjanjian tersebut sudah mengikat kedua 
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belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Dalam perjanjian 
utang piutang pada umumnya sudah ditentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban 
masing-masing kreditur dan debitur.  
Kedudukan surat pengakuan hutang sebagai pelengkap perjanjian utang 
piutang. Surat pengakuan utang dapat berfungsi sebagai alat bukti tulisan, yang 
membuktikan debitur mempunyai utang kepada kreditur. Ditinjau dari isi surat 
tersebut, yang berupa pengakuan debitur, bahwa pengakuan itu merupakan alat 
bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Dengan kekuatan 
pembuktian yang sempurna, isinya dapat dipercaya oleh hakim dan tidak 
memerlukan alat bukti lainnya. 
Kebjiakan perkreditan bank sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 Surat 
Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP?DIR, tanggal 31 Maret 1995 
tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank 
bagi Bank Umum sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok 
sebagaimana ditetapkan dalam pedoman kebijakan perkreditan bank antara lain: 
(a) Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan; (b) Organisasi dan manajeman 
perkreditan; (c) Kebijakan persetujuan kredit; (d) Dokumentasi dan administrasi 
kredit; dan (e) Penyelesaian kredit bermasalah. 
Setelah melalui tahap-tahap pelaksanaan pelaksanaan pemberian Kredit 
Usaha Rakyat tersebut, maka secara otomatis perjanjian kredit telah berakhir 
setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak debitur dan pihak dari 
bank BRI Unit Tulung Cabang Klaten, di mana debitur sudah menerima 
penyerahan uang atas pinjamannya dari pihak bank. Hal ini sesuai dengan sifat 
perjanjian itu sendiri yaitu konsensuil obligatoir. 
Sifat konsensuil dari perjanjian itu ada setelah tercapai kesepakatan di 
antara pihak bank dengan debitur yang dituangkan dalam bentuk 
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penandatanganan perjanjian kredit itu sendiri sedangkan sifat obligator terlihat 
dengan adanya hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perjanjian tersebut. 
Atas lahirnya perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR), maka secara otomatis lahir 
pula hubungan hukum antara keduanya yaitu pihak debitur dan pihak bank yang 
sebagai kreditur. Hubungan hukum dalam perjanjian itu mengawali adanya hak 
dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berbeda satu sama lainnya, bagi 
pihak BRI Unit Tulung Cabang Klaten kewajiban yang dimilikinya merupakan 
hak yang harus diterima oleh debiturnya dan sebaliknya. 
Sehubungan dengan hal tersebut yang banyak ditemukan dalam praktik 
mengenai akta pengakuan hutang antara lain, pertama, yaitu akta pengakuan 
hutang dibuat secara dibawah tangan. Kemudian yang Kedua, akta pengakuan 
hutang yang bentuknya sudah sesuai dengan pasal 224 HIR, akan tetapi isinya 
bukan mengenai masalah pengakuan hutang, melainkan perjanjian utang piutang, 
dan itu pun masih ditambah dengan memperjanjikan barang jaminan. Dengan isi 
akta yang demikian, maka yang tampak didalamnya adalah perjanjian utang 
piutang dan perjanjian barag jaminan, menyimpang dari apa yang dimaksudkan 




Berdasarkan ketentuan di atas dapat penulis menyimpulkan bahwa 
perjanjian kredit antara pihak debitur dan pihak bank BRI telah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan salah satu syarat 
sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak, asas 
ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak 
diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adannya kesepakatan kedua 
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belah pihak dan Surat Pengakuan Hutang telah sesuai disesuaikan dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Otoritas Jasa 
keuangan.  
 
Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dapat Menimbulkan Dampak 
yang Signifikan terhadap Pengentasan Kemiskinan 
Dampak perkembangan UMKM di wilayah BRI Unit Tulung Cabang 
Klaten semakin meningkat dengan adanya kemudahan lembaga perbankan dalam 
memberikan kredit kepada UMKM dan koperasi khusunya dalam bentuk KUR 
tanpa agunan yang meskipun dalam faktanya calon nasabah tetap diminta 
memberikan agunan tambahan sebagai pengikat tetapi hak tersebut tidak 
memberatkan bagi calon debitur karena nilainya hanyalah sedikit guna 
pengembangan usaha UMKM yang mayoritas memerlukan permodalan. Semakin 
tumbuh dan berkembang UMKM membawa dampak pada peningkatan 
pendapatan masyarakat khususnya di wilayah Tulung kabupaten Klaten yang 
akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya. 
Pengembangan sektor UMKM juga membawa dampak pada pengurangan jumlah 
masyarakat miskin dan tingkat pengangguran yang tinggi karena sektor UMKM 
memiliki kontribusi yang besar bagi penyerapan tenaga kerja sebab usaha ini 
paling banyak diminati masyarakat. 
Sebagaimana penulis telah melakukan wawancara langsung kepada salah 
satu masyarakat debitur yaitu Saudara Muhammad Husain selaku Debitur KUR 
Mikro di Bank BRI Unit Tulung Cabang Klaten, Saudara Muhammad Husain 
yang beralamat di Desa Daleman Dukuh Margoluwih Kecamatan Tulung 
Kabupaten Klaten yang sudah menggunakan pinjaman KUR Mikro sebesar Rp 
20.000.000,- pada bulan Februari lalu dengan tambahan agunan BPKB sepeda 
motor kemudian hasil dari pinjaman KUR Mikro tersebut digunakan untuk 
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membuat usaha yaitu pengolahan limbah aren yang merupakan bahan pokok dari 
pembuatan tepung aren. Limbah aren tersebut dapat digunakan sebagai tambahan 
pakan sapi dan sebagai alat untuk budidaya cacing. Setelah adanya KUR Mikro 
Bapak Muhammad Husain menggunakan uang dari pinjaman untuk modal 
membuat tempat yang digunakan sebagai penjemur limbah aren, karena limbah 
arennya didapatkan secara gratis. Atas pengakuan Bapak Muhammad Husain 
kepada penulis, beliau hingga saat ini sudah mulai bisa memproduksi dari hasil 
limbah aren dalam waktu sehari bisa mencapai 40 bagor dan dapat memanfaatkan 
limbah aren tersebut untuk dijadikan penghasilan sehari-hari yang sebelumnya 
hanya dibuang ditepi sungai, hal ini tentunya tidak terlepas dari pinjaman KUR 
Mikro yang dapat menjadi modal usaha.
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Upaya untuk memajukan sektor UMKM tentu saja akan dapat 
meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat didalamnya. 
Pengembangan UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang 
ada sehingga dapat mengurangi angka pengangguran secara proposional sehingga 
akan memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan 
masyarakat yang terlibat didalamnya sehingga jumlah penduduk miskin akan 
semakin menurun. 
 
Upaya Hukum terhadap Debitur yang Mengalami Kredit Bermasalah dalam 
Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
Pada dasarnya kreditur pemegang jaminan kebendaan memiliki hak untuk 
mengeksekusi barang jaminan untuk dijual secara lelang guna pembayaran utang 
debitur jika debitur lalai melaksanakan kwajibannya berdasarkan perjanjian kredit 
atau biasa disebut dengan wanprestasi. Apabila kredit bermasalah tersebut terjadi 
karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat dalam 
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Muhammad Husain, Debitur KUR di Bank Rakyat Indonesia Unit Tulung Klaten, Wawancara 
Pribadi, Tulung, Jumát, 15 April 2016, jam 10:00. 
11 
 
perjanjian kredit maka sebelum melakukan eksekusi barang jaminan debitur harus 
terlebih dahulu dinyatakan wanprestasi, yang dilakukan melalui putusan 
pengadilan. Untuk itu kreditur harus harus menggugat debitur atas dasar 
wanprestasi. Akan tetapi sebelum menggugat debitur, kreditur harus melakukan 
somasi terlebih dahulu yang isinya agar debitur memenuhi prestasinya, maka 
kreditur dapat menggugat debitur atas dasar wanprestasi dengan mana apabila 
pengadilan memutuskan bahwa debitur telah wanprestasi, maka kreditur dapat 
melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh debitur. 
Jadi, dapat atau tidaknya barang jaminan dieksekusi tidak hanya 
bergantung pada apakah jangka waktu pembayaran kredit telah lewat atau tidak. 
Akan tetapi apabila debitur melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan yang 
diperjanjikan, itu juga merupakan bentuk wanprestasi (keliru berprestasi atau 
melakukan tidak sebagaimana yang diperjanjikan) dan dapat membuat kreditur 
berhak untuk melaksanakan hanya mengeksekusi barang jaminan. 
Namun, biasanya sebelum membawa perkara kredit yang bermasalah ke 
jalur hukum dilakukan upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu. Menurut 
Djumhana, beliau mengatakan bahwa mengenai kredit bermasalah dapat 
dilakukan penyelesaian secara administrasi perkreditan dan terhadap kredit yang 
sudah pada tahap kualitas macet maka penanganannya lebih ditekankan melalui 




Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Bank BRI Unit Tulung 
Klaten, upaya hukum dalam mengatasi kredit bermasalah adalah sebagai berikut: 
Pertama, melakukan penagihan secara terus-menerus, dengan metode 
yang dilakukan bermacam-macam yaitu: (a) Mantri/AO sendiri datang ke rumah 
                                                          
8
 Muhammad Djumhana, 2009, Hukum Perbankan di Indonesia,  hal. 553-553. 
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debitur dengan membicarakan secara kekeluargaan atau lebih bersifat persuasif, 
(b) Melalui surat / penagihan secara tertulis, dan (c) Penagihan melalui tim. 
Penagihan secara terus menerus yang dilakukan oleh pihak Bank BRI Unti Tulung 
Klaten adalah pada kredit usaha rakyat yang masuk dalam kategori klarifikasi 
dalam perhatian khusus atau kurang lancar. 
Kedua, memperketat analisis kredit. Memperketat analisis kredit dilakukan 
dalam upaya pencegahan untuk menghindari adanya usaha yang fiktif yang berarti 
bahwa tujuan debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat bukan untuk 
usahanya tetapi untuk tujuan lain. Menghadapi debitur yang lalai dalam 
melaksanakan pembayaran adalah hal yang biasa terjadi untuk itu seorang Mantri 
/ AO mempunyai cara tersendiri untuk menghadapinya yaitu dengan pembicaraan 
dua pihak secara persuasif yang bersifat kekeluargaan apabila keadaan debitur 
memang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran maka kredit usaha 
rakyat dapat diperpanjang jatuh tempo pelunasannya.  
Prakteknya, Kredit Usaha Rakyat ini belum sampai bersangkutan dengan 
pengadilan, hal tersebut disebabkan karena debitur KUR sebagian besar bergerak 
dalam bidang perdagangan, jasa, usaha/UMKM yang memiliki karakter 
kooperatif. Kredit bermasalah itu disebabkan karena dua unsur yaitu: (1) Unsur 
Perbankan. Dalam melakukan analisis, pihak yang melakukan analisis kurang 
teliti sehingga apa yang terjadi tidak diprediksi sebelumnya dan pengawasan 
kredit yang kurang, (2) Unsur Debitur. Dari pihak debitur, kemacetan kredit dapat 
dilakukan dua unsur: (a) Adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini debitur sengaja 
untuk tidak melakukan pembayaran kepada bank sehingga kredit yang 
diberikannya menjadi macet, (b) Adanya unsur ketidaksengajaan, dalam hal ini 
debitur mau membayar tetapi tidak mampu seperti usaha yang dibiayai mengalami 
kemunduran, rugi atau tidak mampu bersaing dengan lawan usahanya, sehingga 
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tidak bisa melanjutkan usahanya tersebut sehingga tidak bisa membayar kepada 
bank, sikap dari debitur yang kurang koorperatif dan adanya prioritas lain yang 
mendesak menyebabkan debitur menunggak melakukan pembayaran. Maka dari 
itu kredit usaha rakyat merupakan program pemerintah dan merupakan kerjasama 
antara bank pelaksana dengan perusahaan penjaminan. Langkah yang diambil 
oleh BRI Unit Tulung Klaten bila terjadi kredit bermasalah adalah mengajukan 
klaim kepada perusahaan penjamin yang telah ditunjuk untuk penjaminan sebesar 






Kedua, proses pemberian Kredit Usaha Rakyat Mikro pada bank BRI Unit 
Tulung cabang Klaten dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu Pengajuan 
permohonan kredit dilakukan secara individual oleh calon debitur dengan 
menyerahkan KTP, KK dan surat keterangan usaha kemudian dilakukan tahap 
analisis kredit dengan analisis 5C’s dan Credit Risk Scoring (CRS) yang diatur 
dalam ketentuan tersendiri dan Hasil analisis dituangkan dalam formulir KUR 
Mikro sebagai dasar pertimbangan bagi pemutus dalam memberikan putusan 
kredit kemudian dalam tahap perjanjian kredit berupa surat pengakuan hutang di 
bawah tangan yang bentuknya sudah sesuai dengan Pasal 224 HIR, akan tetapi 
isinya bukan mengenai masalah pengakuan hutang, melainkan perjanjian utang 
piutang, dan itu pun masih ditambah dengan memperjanjikan barang jaminan. 
Dengan isi akta yang demikian, maka yang tampak didalamnya adalah perjanjian 
utang piutang dan perjanjian barag jaminan, menyimpang dari apa yang 
dimaksudkan oleh Pasal 224 HIR, disebabkan keinginan kreditur untuk terkait 
langsung dengan yang dikehendaki debitur dan tidak menghadap notaris untuk 
menghemat biaya. Proses pemberian KUR Mikro tanpa agunan diprioritaskan 
                                                          
9
Surya Kusuma dan Edy Hermawan, Account Office dan Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia Unit 
Tulung Kabupaten Klaten, Wawancara Pribadi, Tulung, Jum’at, 15 April 2016, jam 13:00.  
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pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hal ini dikarenakan UMKM 
dan koperasi merupakan suatu bentuk kegiatan usaha yang paling banyak terdapat 
di tengah masyarakat dan paling membutuhkan permodalan untuk melakukan 
kegiatan usahanya, di mana proses pemberian kredit tetap mengacu pada 
mekanisme sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian (prudent principies). 
Kedua, pemberian Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI Unit Tulung Cabang 
Klaten telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pengentasan 
kemiskinan, di mana sesuai dengan tujuan pemerintah yang mengharapkan adanya 
program KUR Mikro ini pemerintah dapat membantu masyrakat yang telah 
mengalami kekurangan modal usaha atau sama sekali tidak memiliki modal untuk 
melakukan usahanya dengan memberikan pinjaman dengan bunga yang cukup 
rendah sehingga dapat mengmbangkan taraf hidup sesuai dengan kelayakan hidup 
dalam masyrakat dan memberikan kesejahteraan kepada masyrakat.  
Ketiga, upaya yang dilakukan oleh bank BRI Unit Tulung Klaten sebagai 
pemberi dana KUR Mikro apabila terjadi kredit bermasalah terdapat bebrapa 
golongan yaitu kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit 
diragukan dan kredit macet. Bank BRI Unit Tulung Klaten Upaya Hukum dalam 
Mengatasi Kredit Bermasalah yang pertama melakukan penagihan secara terus 
menerus. Metode yang dilakukan antara lain: (a) Mantri/Account Officer sendiri 
datang ke rumah debitur dengan membicarakan secara kekeluargaan atau lebih 
bersifat persuasif; (b) Melalui surat / penagihan secara tertulis; dan (c) Penagihan 
melalui tim.  
Saran 
Pertama, bagi Bank BRI Unit Tulung Kabupaten Klaten, dalam proses 
pemberian Kredit Usaha Rakyat tanpa agunan untuk pemberdayaan UMKM 
sebaiknya perlu mengkaji ulang penilaian aspek character dalam tahap 
peninjauan dan analisi kredit sehingga tidak mempersulit bagi nasabah khususnya 
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UMKM untuk mendapatkan KUR tanpa agunan sehingga peluang usaha UMKM 
semakin cepat berkembang. 
Kedua, bagi pemerintah, diharapkan dapat menurunkan kembali tingkat 
bunga pada Kredit Usaha Rakyat tanpa agunan karena kredit usaha ini merupakan 
program pemerintah dalam membantu pembiayaan bagi usaha mikro,kecil dan 
menengah dan koprasi untuk dapat terus bangkit dalam menjalankan usahanya 
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